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  KATA PENGANTAR 
Dalam penulisa skripsi ini penulis hendak mengkaji bagaimana 
Independensi Panitia Pengadaa Tanah dalam setiap peraturan-peraturan yang 
mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
tentang Ketentuan – Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sampai 
dengan peraturan terbaru pengadaan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 dan Keppres No. 55 Tahun 1993 tidak terdapat 
adanya independensi Panitia Pengadaan Tanah, sedangkan  dalam Perpres No. 36 
Tahun 2005 jo Perpres 65 Tahun 2006 sudah terdapat independensi Panitia 
Pengadaan Tanah yaitu dalam proses ganti kerugiannya yang melibatkan 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. Peraturan yang terbaru UU No. 2 Tahun 2012 
sudah semakin terlihat adanya independensi Panitia Pengadaan Tanah, 
independensi Panitia Pengadaan Tanah yang berkedudukan sebagai penyelenggara 
dari kepentingan umum sudah terlihat cukup baik. Panitia Pengadaan Tanah yang 
berkedudukan sebagai penyelenggara dari kepentingan umum harus dapat 
bersikap obyektif dan profesional tanpa memihak kepentingan salah satu pihak 
meskipun itu pihak dari instansi yang memerlukan tanah karena tujuan dari 
pengadaan tanah itu sendiri adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran  bangsa, 
negara, dan masyarakat serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 
fasilitas umum dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, 
 sehingga Panitia Pengadaan Tanah harus bersikap profesional dan indepen. Dalam 
posisi ini Panitia Pengadaan Tanah sebagai mediator antara instansi yang 
memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah.  
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